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BUPATI KUDUS 

PROVINS! JAWA TENGAH 

pERATURAN BUPATI KUDUS 
NOMOR 1 b TAHUN 2018 

TENTANG 

AfAS pERATURAN B UPATI KUDUS NOMOR 42 TAHTJN 201 7 
-~~N MAN pELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA 
f:DORAH KABUPATEN KU DUS TAHUN ANGGARAN 2018 
oAE 

oENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

a. 

b. 

C. 

1. 

BUPATI KUDUS, 

bahwa da lam rangka memberikan pedoman pelaksanaan 
Anggara n Pendapatan dan Belanja Daerah bagi Perangkat 
Daerah / Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Satuan Kerja 
Pengelola Keuangan Daerah serta guna menjamin tertib 
administrasi keseluruhan kegiatan yang meliput1 
perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan , 
pertanggu ngjawaban , dan pengawasan keuangan daerah, 
telah ditetapkan Peraturan Bu pati Kudus Nomor 42 Tahun 
20 1 7 ten tang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan 
Dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 
20 18; 

bahwa dengan diunda ngkannya Peraturan Bupati Kudus 
Nomor g Tahun 20 18 ten tang Perubahan atas Peraturan 
Bupati Kudus Nomor 28 Tahun 20 16 ten tang Kedudu kan, 
Susu nan Organisasi , Tugas dan Fungsi Serta_ Tata Kerp 
Sekretariat Daera h Sekreta riat Dewan Perwakilan Rakyat 
Daerah dan Inspektorat Daerah Kabupaten Kudus, maka 
Peraturan Bu pati Kudus Nomor 42 Tahun 2017 te~ta~g 
Pectoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan daon 8Be ~dnJka 
D h A ggaran 2 1 t1 a aerah Kabupaten Kudus Ta un n 
sesuai lagi sehingga perlu diubah ; 

b h bagaimana dimaksud 
a wa berdasarkan pertimbangan se Peraturan Bupati 

huruf a dan huruf b perlu menetapkan d N or 4 2 
tentang Perubah an a{as Peraturan Bupa ti Ku u s A~mggaran 
1'ah p d an Pelaksanaan 
p un 20 17 ten tang e om b ten Kudus Tahu n 

enctapa tan dan Bela nja Daerah Ka upa 
Anggara n 20 J 8 ; 

Unctang-Unda na Nomor 13 
Pe b D h . rn entuka n Daerah-Daera 
Lingkungan Propinsi Jawa Tengah; 

Tahun 1950 
Ka bu paten 

ten tang 
Dalam 
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4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10, 

unda n g-Undang Nomor 28 
penye le n ggaraan Negara ya Ta h~m 1999 
Koru p si , Kolusi dan Nepotism~g(L Bers1h dan Bebat:ntan~ 
Indonesia Tahun 1999 Norn embaran Negura R dan 
Negara Republik Indonesia No or 75 , Tambahan Le epbubEk 

mor 385 l) ; m aran 

Unda ng-Undang Nomor 17 T h a un 2003 
Negara (Lembaran Negara Republik 1 ten~ang Keuangan 
Nomor 47 , Tambahan Lembaran N 

nd
ones1a Tahun 2003 

Nomor 4286) ; egara Republik Indonesia 

Undang-Undang Nomor l T 
Perbend!'lharaan Negara (L b ahun 2004 . em aran N 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 egara 
Negara Republ ik Indo nesia Nomor 435!~mbahan 

ten tang 
Republik 

Lembaran 

Undang-Undang Nomor 15 T h · ' a un 2004 t 
Pem enksaan Pen gelo laan dan T entang 
Negara (Lembaran Negara Repub~:ggludng Ja~ab Keuangan 
N 66 T b n onesia Tahun 2004 

omor , a m ahan Lem baran N R . 
Norn or 4400) ; egara epubhk Indonesia 

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 
Perenc~naan Pembangunan Na siona l (Lembaran Negara 
Repubhk Indones ia Tahu n 2004 Nomor 104, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indones ia Nomor 4421) ; 

Un_?ang-Unda n ~ Nomor 33 Tahun 2004 tentang 
Pe, 1mbanga n Keu a ngan antara Pemerintah Pusat dan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Ta hun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Ind on esia Nomor 4438) ; 

Unda ng-Undang No mor 24 Ta hun 2007 
Penanggula nga n Bencana (Lemba ran Negara 
Indonesia Tahun 2007 Nomor 66 , Tambahan 
Negara Re publik Indonesia Nomor 4 723) ; 

ten tang 
Republik 

Lembaran 

Undang-Undang Nom or 28 Ta hun 2009 tentang Pajak 
Dae ra h d an Retr ibusi Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indones ia Nomor 5049) ; 

Undang-Und a ng Nomor 23 Tahun 201~ ten t t~g 
Pemerintahan Oaera h (Lembaran Negara Repubhk Indonesia 
Tahun 2014 Nomor 244 , Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah 
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor . 9 
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas ~ndang
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang . Pemenntahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia !ahun 201_5 
Nomor 58 , Tambahan Lembaran Negara Repubhk Indonesia 

Nomor 5679) ; 
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da.ng- Un dan g ~omor 30 Tahun 2 
11 . Un •nistrasi Pe m e n n tahan (Le m bara N OI 4 tentang 

Ad;\esia Tahun 2014 Nomor 292 T~ b e~ara Republik 
l!1 °1

ra Republik Indonesia Nomor 5{SO l) · m a an Lembaran 
['Jega , 

Peraturan Pe m erintah Nomor 23 Tahun 2003 t 
2 d l' Jumlah K 1 • entang I • pengen a 1an umu at1f Defisit A 

pendapatan dan Belanja Negara, dan Anggaran p dnggaran 
I · o h t en apatan 

dan Be anp ae ra , ser a Jumlah Kumulat'f p· . 
· h p t d p • 1 lrl.J a man 

pemennta bul~ka I dan ~menntah Daerah (Lembaran 
Negara Repu i n ones1a Tahun 2003 Nomor 48 
Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indo • N ' nes1a omor 
4287) ; 

13 . Peraturan Pe m erint.ah Nomor 24 Tahun 2005 tentang 
Sta ndar Akuntans1 Pemerintahan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49 Tambah 

R bl
. , an 

Lembaran Negara epu 1k Indon esia Nomor 4503) ; 

)4 . P~r~turan Pe m erintah Nomor 54 Tahun 2005 Lentang 
PmJaman Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia 
Tahun 2005 Nomor 136 , Tambahan Lembaran Neg, •. ra 
Republik Indonesia Nomor 4574) ; 

15 . Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana 
Perimbangan (Lembaran Nega ra Republ ik Indonesia Tahun 
2005 Nomor 137 , Tambahan Lem ba ra n Negara Republ ik 
Indone s ia Nomor 4575) ; 

16. Peraturan Pem e rintah Nomor 56 Ta hun 2005 tentang 
Sistem Informas i Keuangan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan 
Lembaran Negara Republ ik Indonesia Nomor 4576) , 
sebagaimana telah diuba h dengan Peraturan Pemerintah 
Nomor 65 Ta h un 2010 tentang Perubahan atas Peraturan 
Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi 
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5155) ; 

17, 
Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4578) ; 

18
· Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang 

P~doman Penyusunan dan Penerapan Staz:dar Pelayanan 
Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 
Nomor 150 Tambahan Lembaran Negara Republik 
Ind0nesia No;.,or 4585) ; 

19 
Pera turan Pemerintah Nomor 8 Ta hun 2006 tentang 
Pelaporan Keuangan dan Kinerja lns tansi Pemerin tah 
(Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 
2S , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nornor 4614) ; 
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a turan Pemerin tah Nomor 2 1 per Tahu 2 
penyelenggaraa~ Penanggulangan Bent 008 tentang 

N g
ara Republlk Indonesia T h ana (Lembaran 

e a un 2008 
r arnbahan Lembaran Negara R . Nomor 42 

Nornor 4828) ,. epubhk I d ' n one~.ia 

peraturan Pemerintah Nomor 22 T 
pendanaan dan Pengelolaan Bantu a~un 2008 tentang 
Negara Republik Indonesia Tah:: ;~cana (Lembaran 
Tarnbahan Lembaran Negara R o_s Nomor 43 , 
Nornor 4829) ; epubhk Indonesia 

paaturan Pemerintah Nomor 69 Tahu 201 
b · d n O tentang Tata 

Cara Pem enan an Pemanfaatan In t'f p 
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah s(:n 

1 
b emungutan 

bl
.k I d · em aran Negara 

Repu 1 n ones1a Tahun 201 O Nomor 119 T b h 
b N R bl

. , am a an 
Lem aran egara epu 1k Indonesia Nomor 5161) ; 

23. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 20 12 tentang Hibah 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 
Nornor 5 , Tambaha n Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nornor 5272) ; 

24 . Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang 
Pengelolaan Barang Milik Negara / Dae rah (Lernbaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92 , Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533); 

25. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 201 6 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5887) ; 

26 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Ta hun 2017 tentang Hak 
Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan 
Perwakilan Ra kya t Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2017 Nornor 106, Tambahan Lembaran 
Negara Republ ik Indonesia Nomor 6057); 

27. Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018 tentang 
Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) ; 

28 . Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan . Daerah 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nornor 21 Tah~n 2011 
tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menten Dalam 
Neg · N h 2oo6 tentang Pedoman Pengelolaan 

en omor 13 Ta un . ublik Indonesia 
Keuangan Daerah (Senta Negara Rep 
Ta.hun 2011 Nomor 310) ; 

29 Per . Ne eri Nomor 55 Tahun 2008 
aturan Menten Dalam g Pen usunan Laporan 

tentang Tata Cara Penatausahaan dan Y . . p rta Penyampa1annya, 
ertanggungjawaban Bendahara se 

t! 



r 
n Men teri Dalam Neger i N 

a. tura p b . omor 32 T h per O p ed oman em enan Hi bah d a u n 20 11 
30· te11 tangersumber dari Anggaran Pendaan Bantuan Sosial 

ya.!'lg ah (Serita Negara Republik Indo~at~n dan Belanj a 
p a.er r 450), sebagaimana telah d ' b es1a Tahun 2011 
['lorno p iu ah beb 

kh ir dengan eraturan Menteri Dalam _erapa kali 
tera 2016 tentang Perubahan K d Negen Nomor 14 
f ahun . e ua ata P 

teri Dalam Negen Nomor 32 T h s eraturan 
Me; rnan Pemberian Hibah Dan 8 a un 2011 tentang 
pe o umber dari Anggaran Pendapatan adntuan Sosial yang 
s ers bl . k an BelanJ· a D 
B rita Negara Repu 1 Indonesia Tahun 2016 aerah 
( e Nomor 541) ; 

peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 T h 
31 . tana Pedoman Pengelolaan Barang MTk D a un 2016 

tNet1gar; Republik Indonesia Tahun 2016 N 11 a5erah (Berita 
e omor 47) ; 

Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomo 3 T h 
32 k k p k k r a un 2007 · tentang Po o - o o Pengelolaan Keuan 0 h gan aerah 

(Lembaran Daera Kabupa ten Kudus Tahun 2007 Nomor 3 , 
Tambahan Lemba ra n Daerah Ka bupaten Kudus Nomor 99); 

33_ Peraturan Dae rah Kabupa ten Kudus Nomor 3 Tahun 2016 
tentang Pemben tukan d a n Susunan Perangkat Daerah 
Kabupaten Kudus (Lemba ran Daerah Kabupaten Kudus 
Tahun 201 6 Nom or 3 , Tamba han Lembaran Daerah 
Kabupaten Kudu s Nom or 19 3); 

34 . Peraturnn Daerah Ka bu pate n Kudus Nomor 21 Tahun 201 7 
tentang Angga ran Pen dapatan da n Belanja Daerah 
Kabupaten Kudus Tahun An ggaran 20 17 (Lembaran Dae ~ah 
Kabupaten Kudu s Tah u n 20 16 Nomor 2 1) ; 

35 . Peraturan Bupati Ku dus Nomor 28 Tahun 2016 tentang 
Kedudukan , Susunan Organisasi , Tugas dan Fungsi Serta 
Tata Kerj a Sekre ta riat Daerah , Sekretariat Dewan 
Perwakilan Ra kya t Daerah dan Inspektorat Daerah 
Kabupaten Kudus (Serita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 
2016 Nomor 29) sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Bupati Kudus Nomor 9 Tahun 2018 tentang 
Perubahan atas Peraturan Bupati Kudus Nomor 28 Tahun 
2016 tentang Kedudukan , Susunan Organisasi, Tugas d~n 
Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretanat 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Inspektorat Daerah 
Kabupaten Kudus (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 
20l8 Nomor 9) ; 

36, p 
eraturan Bupati Kudus Nomor 28 Tahun 2017 ten tang 

l'ransaksi Non Tunai Dalam Pelaksanaan Anggaran 
Penctapatan Dan Belanja Oaerah Kabupaten Kudus (Berita 
Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2017 Nomor 28); 
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peraturan Bupati J<udus N 
A , ornor 4 I T 

penja baran nggaran Penct a hun 20 17 
1-:.abupaten I<udus Tahun A~Patan da n Belan·a te ntang 
1-:.abupa ten Kudus Tahun 20}5Ja ran 20 18 {Berft g aera h 
te la h diuba h dengan Peratu Nomor 41) seb aa _ac rah 

20 l 8 ran Bup • ga1r1ana 
Tahun_ tenta ng Perubahan at1 Kudus Nomcr 13 
Bupat1 Kudus Nomor 41 Tahun 2 Kedua ata.s Peratura n 
Anggaran Pendapatan Dan Beian ?al 7 ten tang Penjabara n 
1-..:udus Tahun Anggaran 20 18 (BJ . Daerah Kabupa cen 
Kudus Tahun 2018 Nomor 13); en ta Daerah Kabupate n 

MEMUTUSKAN 

p£RATU RA N B UPATI TENTA NG PER UBA 
~ BlPATI 1-,: uous NO MOR 42 TAH UN 20 0AN ATAS PE RATU RAN 

pELAl-:.S ANAAi\J ANGGARAN PENDAPATAN TENTANO PEDOMAN 
}0\BUPATEN K U D US TA HUN ANGGARAN 20 l~AN BELANJA DAERA H 

Pa sa l I 

Beberapa k e te ntuan dala m Pe ra turan Bupa t 1 · d N 
1 , u us omor 42 Tahun 

201 7 te nta ng Ped o ma n Pelaksanaan Ano-ga p d 
• D ran en apatan dan 

BelanJa Daera h Ka b u pate n Kudus Ta hun Ano-o-aran 20l8 (B ·t 
D h K b 1. • d Do e n a 

aera a upaten r\. U us Tahun 20 I 7 Nomo r 42) d ' b h b · 
b k 

, 1u a s e aga1 
en u t 

i . Diamara Pasa l ..J dan Pasal 5 d1s1s1pka n I (sa tu) pasal ba ru ya kni 
Pasal 4A s ehmgga be r b u11yi sebaga1 berikut · 

Pa s a l 4A 

(1) Dalam h al te rJad 1 pe rubahan Perangkat Daerah/Satuan Kerja 
Peran g kat Daerah / Un it KerJa , pelaksanaan program dan 
keg iata n pada Pe rangkat Daerah / Satuan Kerja Perangka t 
Da era h , Un it 1-.:e rJa ya ng baru menggunakan Do kumen 
Pe la ksa n aan .:\ n gga ra n (DPAl d a rr Pe ra ngkat Daerah / Satua n 
l~ c rJa Perang kat Da e ra h / Un1 t Ke rJa la ma sampai denga n 
dttc tap k a n n \·a Pe i a t u ran Daerah te n ta ng Perubahan Anggaran 
Pen d a pa tan · BelanJ a Daerah Kabupa te n Kudus Tahun Anggara n 
20 ]8 

(2) Peruba han Peranoka t Dae rah / Sa tuan KerJ a Perangkat Daerah 
/ Cnn Kerja sebag:imana dimaksud pada ayat (1) a?alah 
a Bag1an Pengenda lian Pem ba ngu nan menJ adt Bag1nn 

Pen gad a a n Ba rang / Jasa ; d a n 
b Bagian Pcrc kon o mtan mcnJn d 1 IJLlgtcrn Pereko 11 om1 a 11 ci~w 

Adm1nistras1 Pcmbangunan 

2 Ketentua n Bab V huruf A angka I I lu1·uf r. ~ngk a 2) llurur .J) 
La rnp1ran I diubah se htngga berbuny 1 ::;ebaga1 _be nkut : 
(1) PPHP ber·umlah asal in1n1ma l ~ (ltma) orang. dc-11 !-; l \ll 

rneJ b k J g b . PD / Sl,:PD rn tl !s bersangkuto n . 1 at a n Pe n gu ru s a 1 a ng ' · ' l'b 1 (2) Khu . k k lrn n s tr u ks1 daput me I at w 11 u ns ur . sus u n tu pe e rJaa n · 
PD / SK PD tek n1s tcrka it. d nn · :> • b 

(3) PPHp tid a k . bolch rncrn ngknp sc-b :_t~lll I t:JL'. ut : ·,, ng 
rncn- 1 c- rM . tnu Bendt1 h urn pndu kcg m tt1 11 ynn~ anc a ta nga n1 ,.., <I < 

sarn a . 
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